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TENTANG
PENGGUNAAN BARANG OPERASI, BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN
BAKU, DAN BAHAN PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPRODUKSI DI DALAM
NEGERI PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan penggunaan
barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku,
dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam
negeri dan dalam rangka memperkuat devisa negara,
perlu dilakukan upaya peningkatan penggunaan barang
operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan
bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam
negeri pada sektor energi dan sumber daya mineral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan,
Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lainnya yang
Diproduksi di Dalam Negeri pada Sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5585);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 28, Tambazhan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6186);




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan
Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6066);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Négara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);



11.

12,

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun- 2017 tentang
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6023);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 27);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 311);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);




17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross
Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber
Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga _Listrik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1107);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 299)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 528};



Menetapkan

KESATU

KEDUA

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi
untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
353); _

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGGUNAAN BARANG OPERASI,
BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN BAKU, DAN BAHAN
PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPRODUKSI DI DALAM
NEGERI PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Badan usaha yang bergerak di sektor energi dan sumber daya
mineral yang meliputi kegiatan usaha di bidang:

a. minyak dan gas bumi;

b. mineral dan batubara;

c. ketenagalistrikan; dan

d. energi baru terbarukan dan konservasi energi,

dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menggunakan
barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan
bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri
sepanjang memenuhi kualitas/spesifikasi, waktu penyerahan

dan harga.

Dalam hal barang operasi, barang modal, peralatan, bahan
baku, dan bahan pendukung lainnya dapat dipenuhi dari
produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, Badan usaha yang akan melakukan impor barang

tidak diberikan fasilitas impor (masterlist).



KETIGA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU.

KEEMPAT . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

.

IGNASIUS JONAN
Tembusan:
Presiden
Wakil Presiden
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Menteri Keuangan
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
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Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
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Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




